
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 197 4 tent.ang Ketentuan - 
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia TahU:n 1980); · 

4. Undang-Undangblomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah 
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 
Nornor 244, . Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor . 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20f5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); . ~- . .,. 

2. Undang-Undang , Nomor · 9 Tahun 1961 tentang 
Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 124, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 

bahwa untuk meningkatkan partisipasi yang dilandasi jiwa 
kegotong-royongan Aparatur Sipil Negara/PNS di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten . Tapanuli Tengah dalarn 
mewujudkan kegiatan-kegiatan bantuan sosial umat Kristiani, 
dipandang perlu ·menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur Sipil 
Negara/PNS Kristiani di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah 

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan · Daerah Propinsi Sumatera Utara 

.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

BUPATI TAPA!lULI TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

. . 
PEMBENTUKAN L:EMBAGA SOSIAL DAN :PEDUU .. KASiil 

APARATUR SIPIL !ISGARA/PNS KRISTIANI DI J;'fHGKURGAR 
. PEIWERINTAH DAERAII KABUPATEN TAPANULI TENGAH . . 

TENTANG 

PERATURAN' BUPA'l'I TAPANULI TEN'GAB 
ROMOR ·71 TABUB 2017 
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Menimbang 
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BERI'l'A DAERAH 
KABUP4TEN ·'rAPANlJLI TENGAB 



-~I 
. KE'fENTUAN U!4UM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud · dengan: .J 

I . . . 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli T~ngah; . I . i , . ,, 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusa.I\ pemerintah oleh 
pemerintjili. daerah dan dewan perwakilan rakyat daefSh menurut asas 
9tonomi 'dan tuga:s pembantuan dengan prinsip ··9tbnomi seluas-luasnya 
dalam sistem clan prinsip · Negara Kesatuan Republik Indonesia 
~bagaimana dimaksud d~am. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

I . 
3. Pieme:rintah ~aerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara 

Piemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
fiang menjadi kewenangan ~aerah Otonom; · · · 

4. Bupati adalah Bupr3-ti Tapanuli TengaJ;l; . 
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Dfierah Kabupaten I . , • . . . 

Tiapanuli _'fengah; . . ··.. . . . : : 
6. P1engumpplan s:.ill?-b8:11gan !dalah se:fiap usaha mendapatkan uang atau 

barang untuk pembangunan dalam bidang keseJahteraan sosial, 
~ental/ afama/kerp~anian~ keja~, pendidilap:i dan bidang 
kfbuday~an, seba~a ~aksud dalam Pa~ 1 Undang-undang Nomor 
9,Tahµ.n i961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; ·. 

7. D,ana Sosial adalah dana.·l 'yang dikumpulkan dan disalurkan untuk · I . .--T- . 
keperluan sosial; ; · · 

8. · Pbduli ~sill adalah kepedulian terhadap sesama berdasarkan semangat 
k:$.sih_ ~olong-mqnolong, i gotong-royong : · berdasarkan semangat 
kekeluargaan; \ ; ,. 

t . 

· PERAT'ORAK BUPATI TENTANG PEMBENftJKAN LEIIIBAGA 
. : . t • 

SOSI4J, DAN PEDULI.KASnt APARA:e~ NEGARA/PNS 
KRIS'tIAKI DI LlifGKURGAN TAB DAERAB 
KABUPATEN TAPAmJLI TENGAH. 

· MBMUTUSKAN:: 

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 
Tahun · 2016 ·. · tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10); ·. -. 

: ~,J 
·1 

2016 Tahun 18 6. Peraturan Pemerintah . Nomor 
tentangPer.angkat Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; . . 
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( 1) Siusunan Organisasi Lembaga Sosial dan Peduli Kasih ~N /PNS Kristiani di 
Lf.gkungan Peme:rinta.h Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari: 

Pembina Bupati Tapanuli Tengah 
I . rN akil Pembina Wald!. Bupati Tapanuli Tenmui 
K\ etua : Salah seorang Pejabat Eselcln n yang beragama 

Kristen ~ lingkungan Penierintah Kabupaten 
\ .Tapanuli; Tengah : · i 
W akil Ketua Salah seprang Pejabat Eselon II yang beragama 

Kristen <ii lingkuib,gan Perrferintah Kabupaten 
Tapanulf Tengah · :: -r 

Sekretaris Salah seorang Pejabat Eselon III atau ASN yang 
beragainfi Kristen ~'W--· · bertugas di Bagian 
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tef(g~ yang membidangi 
keagamaan ' I 

· Bendahara 1 (Satu) orang : ASN /PN$ yang beragama 
Kristen di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

. Tapanuli Tengah : i. 
rggota· Sebanyat 3 (tiga) irangAS~/PNS 

(2) K~pengu:rusan Organisasi Kelembagaan Sosial dan Ped~- Kasih Aparatur 
Sipil Negara/PNS Kristiani .di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tapanud ~ Tengah. ;lni · dapat dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan 
s~sunan . kepengurusan _ mengacu pada susunan kepengurusan tingkat 
k-4-bupatep sebagedmana ayat (1); \ · - · 

\ :\ . ! ! - ~· ~ . 
(3) Masa bakti kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahuri dan dapat dipilih 

kembali dalam 1 [satu] kali masa kepengurusan berikutnya; 

Busunan Organisasi 
Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal2 
Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur 
Sipil \ N~gara/PNS Kristiani . ~ Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tap~uli Tengah yang berkedudukan di Bekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah dengan alamat Jl Dr. Ferdinand Lumbantobing No 18 Pandan. . ' 

BABU 
PEMBEN1'UKAN ·DAK: SUSUNAN ORGARISASI 

I 

r 3 . 
9. \ Sumban.gan adalah pungutan yang dilakukan oleh Lembaga Sosia1 dan 

Peduli Kasih ASN/PNS Kristiani di. lingkungan Pemerintah Kabupa.ten 
Tapanuli Tengah untuk pengumpulan dana dari anggota dan menyalurkan 
bantuan untuk umat kristiani; 

10. [Usaha Pengumpulan Sumbangan a.dalah semua program, upaya dan 
kegiatan dalam rangka. pengumpulan sumbangan; 

11. Aparatur Sipil Negara/Pegawai. Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
ASN/PNS adalah profesi bagi Pegawai Negeri -~ipijrdan Pegawai Pemerintah 

·. dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerlntah. 

·, . ~ 
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(1) I3iendah8.fa Gaji pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Unit 
~erja dan Sekolah di linglqtngari Pemerintah Kabupat.en Tapanuli Tengah 
sftiap bulannya' diwaji~l_<an mengumpulkan seluruh sumbangan 
sebagaimana dimaksud Pa$81 6 ayat ( 1} dan (2) dan menyetorkannya ke 
Bendahara Lembaga; ! . : . 

. . _,. 
(2) Bendahara Gaji sebagaimana ayat ( 1) diwajibkan -menyampaikan laporan 

kepada bendahara lembaga dengan melampirkan bukti setoran; 
Seluruh penerimaan seba airnana a: · 

. . 

Pasal 7 

ME~ISME PENGUMPULAN, PENYIMPAN~, DAN PENYALURAN 
I. 

BABV 

Pasal 6 
(1 )_ Dana yang dapat diterima oleh Lembaga Sosial dan Ped.uli Kasih ASN /PNS 

I . 
Kristiani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
~ersumber dari sumbangan sosial ASN/PNS di Lingkungan Pemerintah I . 
Kabupaten Tapanuli Tengah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak 

I m17M' ; mengikat; . . 
I . . . 

(2) ~umbangan dan/atau sosial ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
.Tapanuli Tengah dapat dipungut setiap bulannya atas dasar kerelaan 
~SN/PN~ atau berdasarkan besaran yang ditetapkan olph pen~rus .sesuai 
dengan hasil musyawarah. 

l~u·!"_··_·-_·_i 
! . ~ ' ·. 

BABW 
. SUJ.QER DANA 

. ·-.,.,' 

Pasal 5 
Anggqta terdiri dari seluruh ASN /PNS dan Pejabat Negara yang beragama Kristen 
Protestan dan Katolik di lingkungan Pemerintah Kabµpaten Tapanuli Tengah; 

• , • I 

BABm 
KEANGGOTAAN 

\ 
I lo 
I

. l_. ! .. , 

i 
I 

(4) Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan . rangan kepada anggota melalui musyawarah tahunan; 

· (5) ~usunan Kepengurusan Organisasi Kelembagaan ini ditetapkan kemudian 
dengan keputusan Bupati. _, 

Bagian Kedua 
Maksud ~n· Tujuan 

Pasal ti 

Adapin maksud dan tujuan dibentulmya Lembaga Sosial dan Peduli Kasih 
I . 

ASN/PNS Kristiani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli 
Ten.gJh adalah bertujuan menjalankan pengabdian umat kristiani ASN /PNS di 
Lin~ngan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalin 
kasih sesama umat Kristiani melalui kegiatan sosial dan.Peduli Kasih. 

•' 
.. , 4 ·, . ,, 

I • 
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Diundangkan di Pandan - 

pada~1~7kto~~W17 . 
SBKRBTARIS KABUPATBif TAPAJIULI TENGAH 

.. I ~ /'- . 
\ '*=- . HENDRI SUSANTO TOBIIfG 

BERITA loAERAH UPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 71 
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BAKBTIAR AHMAD smARANI 

ttd 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 16 Oktober 2017 
BUPATI TAPANULI TENGAB, 

.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita' Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

1' 
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\ r·--·-\ Pasal 9 
I U Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
! 

BABV 
PBNUTtJP 

- 8ADVJ 
PE!lYALVRA!l l>AKA SOSW,, PBDOLI KASm DAX ~UMBARGAN 

Pasal 8 
Penyaluran dana sosial, peduli kasih dan sumbangan sosial dan atau sumbangan 
pihak\ketiga y~g tidak mengikat wajib -disalurkan oleh Pengurus terhadap umat 
Kris~ yang membutuhkan · dan eesuai kemampuan keuangan Lembaga Sosial 
dan feduli Kas~. _ ASN /PNS Kr,istiani di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah . 
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(4) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan kepada _ sesama 
¥baga.imana dimaksud dalam _pasal - 4 yang ditentukan melalu! musyawarah 

1engun1s 
kabupaten. - --~- 

\ 
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